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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empirik apakah penerapan anggaran berbasis 
kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintahan Pada Polda Papua , untuk 
melihat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah menggunakan empat variabel yaitu, perencanaan anggaran (X1), pelaksanaan anggaran 
(X2), pelaporan/pertanggungjawaban anggaran (X3), dan evaluasi kinerja (X4). 
 Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 96 orang dari 28 Satuan Kerja (satker) yang 
terdiri dari Tim Anggaran Polda Papua yang terlibat dalam penyusunan anggaran Polda Papua. 
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang diperoleh dengan cara 
pembagian kuesioner kepada para responden Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier 
berganda dengan software SPSS 16.0 dan Analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif dalam 
penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling - SEM) dengan 
bantuan program AMOS (Analysis of Moment Structural) versi 22.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan positif dan 
tidak signifikan dengan akuntabilitasa kinerja pemerintahan, pelaksanaan anggaran memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan , pelapoan/pertanggungjawaban 
anggaran memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan 
evaluasi kinerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja pemerintahan. 
 perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan evaluasi kinerja 
secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan. 
Kata Kunci:  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 




Anggaran merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi 
privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal 
yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk 
organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu 
hal yang harus diketahui oleh publik untuk 
dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam 
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 
Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan 
negara khususnya dalam sistem perencanaan dan 
penganggaran telah banyak membawa perubahan 
yang sangat mendasar dalam pelaksanaannya. 
Sistem perencanaan dan penganggaran sektor 
publik di Indonesia mengalami perubahan dengan 
di berlakukannya UU nomor 25 tahun 2004 dan 
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Nasional menjabarkan perencanaan 
nasional dan UU Nomor 17 tahun 2003, 
menjelaskan tentang perubahan sistem anggaran 
dari Sistem Anggaran Tradisional (Tradisional 
Budget system) menjadi Sistem Anggaran 
Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting).   
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode 
penganggaran yang mengkaitkan setiap biaya yang 
dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan hasil 
(output) dan manfaat (outcome) yang dihasilkan. 
Manfaat tersebut dituangkan dalam target kinerja 
pada setiap unit kerja. Tujuan yang akan dicapai 
dituangkan  
dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada 
setiap tingkat pencapaian tujuan (Deputi IV 
BPKP,2005,pg. 8). Penyusunan anggaran kinerja 
dilakukan secara Top-down dan bottom-up. 
Kebijakan dan program harus mengidentifikasikan 
tujuan, sasaran, tingkatan sumber daya, dan ukuran 
outcome pada rencana kinerja tahunan. Aktivitas 
program pada tingkatan yang rendah harus 
berkaitan dengan rencana kerja lembaga secara 
umum, dan kemudian lembaga menjabarkan 
tujuan, sasaran dan ukuran kinerja dalam 
kerjasama dengan organisasi dibawahnya (Mercer, 
John.,2002,p.7) . Salah satu aspek yang paling sulit 
dalam penganggaran berbasis kinerja adalah 
mendefinisikan target kinerja yang dapat diukur 
secara handal dan teratur (Hager.Greg. Hobson. 
Alice., Wilson. Ginny., 2001, p. 13-15). 
 
 
Pengelolaan keuangan negara harus 
dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai 
dengan regulasi yang mengatur mengenai 
keuangan negara. Anggaran menjadi suatu hal 
yang sangat relevan dan penting di lingkup 
pemerintahan karena dampaknya terhadap 
akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan 
fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Adanya perubahan dalam hal 
pertanggungjawaban dari pertanggungjawaban 
vertikal ke pertanggungjawaban horizontal 
menuntut DPR mengawasi kinerja pemerintah 
melalui anggaran. Akuntabilitas melalui anggaran 
meliputi penyusunan anggaran sampai dengan 
pelaporan anggaran. Reformasi anggaran yang 
dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan 
perubahan struktur anggaran dan perubahan proses 
penyusunan APBN untuk menciptakan 
transparansi dan meningkatkan akuntabilitas 
publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya 
memperbaiki proses penganggaran adalah 
penerapan anggaran berbasis kinerja. 
UU nomor 25 tahun 2004 dan UU  nomor 
17 tahun 2003 di rinci lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan PP 
nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian 
Negara/Lembaga (RKA-KL) yang 
mengintegrasikan proses perencanaan 
pembangunan dengan proses penganggaran. 
Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, 
sesuai pasal 15 dari PP nomor 21 tahun 2004  
dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 
anggaran 2005, dengan tahap implementasi proses 
reformasi dalam jangka waktu lima tahun yaitu 
hingga tahun 2010. Dimulai tahapan sejak tahun 
2005 hingga tahun 2010, tahun 2009 merupakan 
midlle term dari masa penerapan anggaran berbasis 
kinerja (ABK).   
Dalam rangka transparansi dan penciptaan 
good government maka UU No.17 tahun 2003 
tentang keuangan negara mengamanatkan 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sesuai 
dengan pasal 7 PP No.21 tahun 2004 instansi 
negara harus menyusun anggaran dengan mengacu 
pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi 
kinerja. Penyusunan anggaran yang dituangkan 
dalam RKA-KL instansi negara harus 
mencerminkan indikator kinerja dalam satuan 
output yang terukur. Dengan melihat kinerja 
masing-masing instansi negara dapat dilihat 
apakah anggaran pemerintah telah membawa hasil 
yang maksimal. 
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance 
Based Budgeting) merupakan sistem penganggaran 
yang berorientasi pada output organisasi dan 
berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana 
strategis organisasi   (Bastian, 2006:171).  
Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan 
pada konsep value for money dan pengawasan atas 
kinerja output. Pendekatan anggaran kinerja 
disusun untuk mencoba mengatasi berbagai 
kelemahan yang terdapat dalam anggaran 
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan 
oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan 
dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo, 
2002:84). Anggaran yang tidak efektif dan tidak 
berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan 
perencanaan yang telah disusun. Pengukuran 
kinerja secara berkelanjutan akan memberikan 
umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara 
terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa 
mendatang  (Bastian, 2006: 275). 
Penyusunan anggaran berbasis kinerja 
bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi 
pengalokasian sumber daya dan efektivitas 
penggunaannya sesuai dengan perencanaan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dengan 
adanya anggaran berbasis kinerja tersebut 
diharapkan anggaran dapat digunakan secara 
optimal untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan dapat mendukung peningkatan 
tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor 
publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja 
memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk 
perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman 
pada prinsip value for money. 
Penerapan ABK di Indonesia mempunyai 
tantangan yang tidak ringan karena berubahnya 
sistem penganggaran. Tantangan yang lebih berat 
adalah mengubah mind set tidak hanya pada 
lingkungan Pemerintah (eksekutif), tetapi juga 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga 
legislatif. Mind set DPR dalam rangka pembahasan 
dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) diharapkan juga berubah menjadi 
output base, tidak lagi input base. 
Penyusunan Rancangan APBN di Polda 
Papua dimulai dengan penyusunan Rancangan 
rencana kerja (RENJA) satu tahun sebelum 
pelaksanaan anggaran dan dituangkan dalam 
matrik rancangan renja satu tahun mendatang yang 
diusulkan ke Biro Rena Polda Papua. setelah itu  
dilakukannya Penyusunan dan penyampaian 
kepada As rena Polri Untuk Di susun dan diajukan 
Ke mentri keuangan dan mendapatkan persetujuan 
dari DPR-RI, setelah mendapatkan persetujuan 
dari mentri keuangan dan DPR-RI yang berbentuk 
DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) yang 
dibagikan kepada POLDA PAPUA yang 
diteruskan kepada satker jajaran polda papua yang 
dituangkan dalam bentuk RKA-KL untuk 




 Berdasarkan data APBN Tahun 2016 dan 
2017 Polda Papua menunjukkan bahwa belanja 
langsung yang dianggarakan untuk membiayai 
program/kegiatan mengalami peningkatan akan 
tetapi peningkatan anggaran belanja langsung itu 
tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja hal ini 
dapat dilihat dari capaian kinerja program yang 
dituangkan dalam LAKIP. Dalam LAKIP Polda 
Papua Tahun 2016 menunjukkan bahwa capaian 
kinerja program untuk tahun 2016 adalah sebesar 
88% sedangkan untuk capaian kinerja program 
untuk tahun 2017 sebesar 90% hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 
2% walaupun tidak terlalu signifikan 
peningkatannya menurut Pedoman Penyusunan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja dikategorikan 
sangat baik dan baik. 
 Berbagai penelitian telah dilakukan untuk 
menguji pengaruh penerapan anggaran berbasis 
kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah. Dalam penelitian Sugih Arti (2005) 
dihasilkan bahwa variabel efisien dan efektivitas 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok dan variabel 
ekonomi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 
kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok. Herawati 
(2011) melakukan penelitian dengan judul 
Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian 
Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota 
Jambi, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, 
pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah 
Di Kota Jambi mempunyai pengaruh positif 
signifikan. Secara parsial yang memiliki pengaruh 
negatif yaitu variabel variabel X1 (Kejelasan 
sasaran anggaran) dan X2 (Pengendalian 
akuntansi), variabel yang mempunyai pengaruh 
positif yaitu variabel sistem pelaporan (X3). 
Kurniawan (2009) melakukan penelitian dengan 
hasil bahwa penganggaran berbasis kinerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
Muda (2005) melakukan penelitian 
dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan 
Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada Skretariat Kota 
Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa  terdapat pengaruh 
Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota 
Kotamadya Jakarta Selatan dan terdapat pengaruh 
Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota 
Kotamadya Jakarta Selatan.Dari hasil pengujian 
hipotesis diperoleh bahwa t hitung 27,697 > t tabel 
1,645. Terdapat pengaruh Perencanaan Anggaran 
dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama 
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan.  
Tujuan Penelitian 
1. Untuk Menganalisa Apakah perencanaan 
anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Polda Papua. 
2. Untuk Menganalisa Apakah pelaksanaan 
anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Polda Papua. 
3. Untuk Menganalisa 
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 
Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Polda Papua. 
4. Untuk menganalisa pelaksanaan anggaran 
Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Polda Papua. 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
1.  Agency Theory 
Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan 
menggunakan agency theory, dimana dalam 
pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami 
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam 
hal ini pemerintah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 
pemberi amanah dalam hal ini masyarakat yang 
diwakili oleh DPR (principal) yang memiliki hak 
dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban. Konsep agency theory 
mendukung variabel akuntabilitas kinerja pada 
penelitian ini. 
2.   Teori Kontijensi 
Teori kontinjensi menegaskan bahwa 
desain sistem kontrol bersifat kontinjen terhadap 
kontekstual setting  organisasi dimana sistem 
kontrol tersebut akan beroperasi (Sisaye, 1998). 
Duncan dan Moores (1989) menyatakan  bahwa 
efektivitas organisasi adalah suatu fungsi 
kesesuaian antara struktur organisasi dan 
lingkungan dimana  organisasi itu beroperasi. 
Kesesuaian (fit) yang lebih baik antara sistem 
kontrol dengan variabel kontinjensi dihipotesakan 
menghasilkan kinerja organisasi yang meningkat 
(Fisher, 1998). Penggunaan konsep kesesuaian (fit)  
dalam teori kontinjensi menunjukkan tingkat 
kesesuaian antara faktor-faktor kontekstual 
(kontinjensi) dan sistem  akuntansi manajemen 
(seperti sistem penganggaran) akan 
memungkinkan manajer untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan. Dalam lingkup pemerintahan 
kesesuaian antara faktor – faktor kontekstual 
misalnya kinerja dan sistem akuntansi manajemen 
dlam hal ini sistem penganggarannya akan 
memungkinkan meningkatnya kinerja. 
3. Teori Implementasi Kebijakan 
 
 
Pendekatan yang digunakan dalam 
menganalisis implementasi Performance Based 
Budgeting ini adalah teori yang dikemukakan oleh 
George C. Edward III dalam (Widyantoro, 2009). 
Menurut Edwards (1980), ada empat variabel 
dalam implementasi kebijakan publik yaitu 
Komunikasi (communications), Sumberdaya 
(resources), Sikap (dispositions atau attitudes) dan 
struktur birokrasi (bureucratic structure). Menurut 
Edwards (1980), ke empat faktor tersebut harus 
dilaksanakan secara simultan karena antara satu 
dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. 
Penjelasan ke empat faktor tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Komunikasi 
Implementasi akan berjalan efektif 
apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan 
kebijakan dipahami oleh individu-individu 
yang bertanggungjawab dalam pencapaian 
tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan 
kebijakan dengan demikian perlu 
dikomunikasikan secara tepat dengan para 
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari 
ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan 
sehingga implementors mengetahui secara 
tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. 
b. Sumberdaya 
Komponen sumberdaya ini meliputi 
jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, 
informasi yang relevan dan cukup untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan 
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam 
pelaksanaan program, adanya kewenangan 
yang menjamin bahwa program dapat 
diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta 
adanya fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dapat dipakai untuk 
melakukan kegiatan program seperti dana dan 
sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang 
tidak memadai (jumlah dan kemampuan) 
berakibat tidak dapat dilaksanakannya program 
secara sempurna karena mereka tidak bisa 
melakukan pengawasan dengan baik. 
c. Disposisi atau sikap 
Salah satu faktor yang mempengaruhi 
efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap 
implementor. Jika implementor setuju dengan 
bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka 
akan melaksanakan dengan senang hati tetapi 
jika pandangan mereka berbeda dengan 
pembuat kebijakan maka proses implementasi 
akan mengalami banyak masalah.  
Disamping itu dukungan dari pejabat 
pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai 
sasaran program. Wujud dari dukungan 
pimpinan ini diantaranya adalah menempatkan 
kebijakan menjadi prioritas program dan 
penyediaan dana yang cukup guna memberikan 
insentif bagi para pelaksana program agar 
mereka mendukung dan bekerja secara total 
dalam melaksanakan kebijakan/program. 
d. Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu 
kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi adalah 
karakteristik, norma-norma dan pola-pola 
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam 
badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan 
apa yang mereka miliki dalam menjalankan 
kebijakan. Kebijakan yang komplek 
membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur 
yang mungkin berpengaruh terhadap suatu 
organisasi dalam implementasi kebijakan 
diantaranya tingkat pengawasan hierarkhis 
terhadap keputusan-keputusan sub unit dan 
proses-proses dalam badan pelaksana. 
4.   New Public Management 
Sejak pertengahan tahun 1980-an, telah 
terjadi perubahan manajemen sektor publik yang 
cukup drastis dari sistem manajemen tradisional 
yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis 
menjadi model manajemen sektor publik yang 
fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. 
Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil 
dan sederhana, tetapi perubahan besar yang telah 
mengubah peran pemerintah terutama dalam hal 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 
Paradigma baru yang muncul dalam 
manajemen sektor publik tersebut adalah 
pendekatan New Public Management (NPM). 
Model NPM berfokus pada manajemen sektor 
publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada 
kebijakan. Penggunaan paradigma baru tersebut 
menimbulkan beberapa konsekuensi pada 
pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk 
melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost 
cutting), dan kompetisi tender. Salah satu model 
pemerintahan di era NPM adalah model 
pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan 
Gaebler (1995) dalam Mardiasmo (2002) adalah 
sebagai berikut: 
a) pemerintahan katalis (fokus pada pemberian 
arahan bukan produksi layanan publik), 
b) pemerintah milik masyarakat (lebih 
memberdayakan masyarakat dari pada 
melayani), 
c) pemerintah yang kompetitif (mendorong 
semangat kompetisi dalam pemberian 
pelayanan publik), 
d) pemerintah yang digerakkan oleh misi 
(mengubah organisasi yang digerakkan oleh 
peraturan menjadi digerakkan oleh misi), 
e) pemerintah yang berorientasi hasil (membiayai 
hasil bukan masukan), 
 
 
f) pemerintah berorientasi pada pelanggan 
(memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan 
birokrasi), 
g) pemerintah wirausaha (mampu menciptakan 
pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan), 
h) pemerintah yang antisipatif (berupaya 
mencegah daripada mengobati), 
i) pemerintah desentralisasi (dari hierarki menuju 
partisipasi dan tim kerja), 
j) pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar 
(mengadakan perubahan dengan mekanisme 
pasar/sistem insentif dan bukan mekanisme 
administratif/sistem prosedur dan pemaksaan). 
Tujuan New Public Management adalah 
untuk mengubah administrasi yang sedemikian 
rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia 
jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya 
untuk menghasilkan layanan yang efisien dan 
efektif, namun tidak berorientasi kepada laba 
(Osborne dan Gaebler, 1995) dalam Mardiasmo 
(2002). 
5.   Pengertian Anggaran Sektor Publik 
Menurut National on Governmental 
Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi 
Governmental Accounting Standards Board 
(GASB), defenisi anggaran (budget) adalah rencana 
operasi keuangan, yang mencakup estimasi 
pengeluaran yang diusulkan, dan sumber 
pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya 
dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2006:164). 
 Anggaran publik berisi rencana kegiatan 
yang dipresentasikan dalam bentuk rencana 
perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan 
moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana 
anggaran publik merupakan suatu dokumen yang 
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu 
organisasi yang meliputi informasi mengenai 
pendapatan, belanja, dan aktivitas  Mardiasmo 
(2002). 
6. Pengertian Penganggaran Berbasis Kinerja 
 Penganggaran berbasis kinerja pada 
dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang 
berorientasi pada output organisasi dan berkaitan 
erat dengan visi, misi, dan rencana strategis 
organisasi Bastian (2006;171). Penganggaran 
berbasis kinerja merupakan metode penganggaran 
bagi manajemen untuk mengaitkan setiap 
pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan – 
kegiatan dengan keluaran dan hasil yang 
diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian 
hasil dari keluaran tersebut Kurniawan (2009). 
Pendekatan anggaran berbasis kinerja 
disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang 
terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya 
kelemahan yang disebabakan oleh tidak adanya 
tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 
kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran 
pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan 
kinerja sangat menekankan konsep value for 
money dan pengawasan atas kinerja output. 
Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme 
penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta 
pendekatan yang sistimatis dan rasional dalam 
proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 
2002:84). 
B. Model Penelitian Empirik 
Siklus penyusunan rencana yang digambarkan 
berikut ini menunjukkan bagaimana Anggaran 
Berbasis Kinerja digunakan sebagai umpan balik 
dalam rencana strategik secara keseluruhan. Hal 
ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 
Gambar 2.1 Kerangka Kerja Sistem 






















































Penelitian dirancang sebagai penelitian 
kausal dengan pendekatan kuantitatif.  Penelitian 
kausal berguna untuk mengukur hubungan antara 
variabel riset, atau untuk menganalisis bagaimana 
pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya 
Umar (2003). Peneliti menggunakan desain 
penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan 
anggaran berbasis kinerja sebagai variabel 
independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah di polda Papua 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini 
menekankan pada pengukuran variabel dengan 
angka dan melakukan analisis data dengan 
prosedur statistik dengan menggunakan analisis 
regresi linier berganda. 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan 
Kerja dalam lingkup Polda Papua dengan jumlah 
satuan kerja sebanyak 28 satker. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 96 responden, metode 
pemilihan sampel menggunakan purposive 
sampling karena responden yang dipilih hanya 
berkaitan dengan Tim Anggaran Polda Papua. 
Sampel penelitian terdiri dari bagian perencanaan 
dan staf pada setiap satker. 
Definisi Operasional Variabel  
Variabel penelitian terdiri dari variabel 
bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah variabel 
penerapan anggaran berbasis kinerja yang terdiri 
dari variabel perencanaan anggaran, 
implementasi/pelaksanaan anggaran, 
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan 
evaluasi kinerja serta variabel terikatnya adalah 
akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Definisi 
operasional dan pengukuran variabel sebagai 
berikut : 
1.  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  
Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran 
yang disusun dengan menghubungkan pengeluaran 
dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi 
input, output dan outcome yang dihasilkan oleh 
suatu program dan kegiatan. Dalam penerapan 
anggaran berbasis kinerja ada beberapa tahapan 
yang harus dilakukan, yaitu perencanaan anggaran, 
implementasi anggaran, 
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan 
evaluasi kinerja. Penerapan Anggaran berbasis 
kinerja diukur berdasarkan empat variabel sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan Anggaran (X1) 
Perencanaan anggaran adalah tahap 
estimasi pengeluaran untuk pelakasanaan kegiatan 
yang harus sesuai dengan visi, misi, tujuan, 
sasaran, dan kebijakan yang telah dirumuskan 
dalam renstra organisasi.  
b. Implementasi/Pelaksanaan Anggaran (X2) 
Selama tahap implementasi, pimpinan 
instansi bertanggungjawab untuk memonitor 
pelaksanaan kegiatan, dan bagian akuntansi 
melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran 
(input) dan outputnya dalam sistem akuntansi 
keuangan. 
c. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran 
(X3) 
Pelaporan dalam hal ini mencakup besarnya 
alokasi anggaran unit kerja, besarnya anggaran 
yang telah dikeluarkan beserta pencapaian hasil 
kerja atau kegiatan atau program yang telah 
dilaksanakan. 
d.  Evaluasi Kinerja (X4) 
Evaluasi kinerja dilakukan atas laporan 
kinerja, pimpinan bisa , melakukan evalusi 
sehingga bisa mengetahui dan menganalisis upaya 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, manakala 
terjadi penyimpangan atau hambatan dalam 
implementasi anggaran, maka pimpinan bisa 
mengambil langkah atau kebijakan untuk 
mengatasi penyimpangan atau hambatan tersebut. 
Untuk mengukur persepsi responden 
terhadap variabel independen digunakan kuesioner 
yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang 
terkait dengan judul penelitian ini dengan 
menggunakan skala likert, yaitu,  skor 5 (SS = 
sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = 
netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS 
= sangat tidak setuju).  
e.  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Y) 
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 
adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan 
yang telah ditetapkan melalui sistem 
pertanggungjawaban secara periodik. Kuesioner 
yang digunakan untuk mengukur variabel ini 
adalah kuesioenr yang dikembangkan dari peneliti 
– peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan 
variabel ini. Untuk mengukur variabel ini 
menggunakan skala likert yaitu skor 5 (SS = 
sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = 
netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS 







Pengujian Hipotesis Penelitian  
Tabel 5.20 
























0.281 2.506 0.012 
Sumber : Data Primer 2018 
1) Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1) terhadap 
Akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) 
Berdasarkan Tabel 5.20  menjelaskan 
bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki 
hubungan positif dan tidak signifikan dengan 
akuntabilitas kinerja pemerintah, karena p-value 
yang diperoleh sebesar 0,252 (p > 0.05) dan 
memiliki nilai cr sebesar 1,145(cr < 1,96). 
Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak, 
dan mengindikasikan bahwa hubungan 
perencanaan anggaran  dengan akuntabilitas 
kinerja pemerintah bernilai positif dan tidak 
signifikan. 
2) Pengaruh Pelaksanaan Anggaran (X2) terhadap 
Akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) 
Berdasarkan tabel 5.20 dapat dilihat bahwa 
variabel pelaksanaan anggaran memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja 
pemerintah, dengan nilai cr sebesar 2,294 (cr ≥ 
1,96) dan p-value sebesar 0,022(p ≤ 0.05). 
Hubungan tersebut menunjukan angka yang positif 
dan signifikan karena p-value lebih kecil dari 0.05. 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa H2 diterima, 
dan mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah bernilai 
positif dan signifikan. 
3) Pengaruh Pelaporan/pertanggungjawaban 
Anggaran (X3) terhadap Akuntabilitas kinerja 
pemerintah (Y) 
Berdasarkan Tabel 5.20 dapat dilihat bahwa 
variabel pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 
memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan 
nilai cr sebesar -0,337 (cr <1,96) dan p-value 
sebesar 0,776(p > 0.05). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa H3 ditolak, dan 
mengindikasikan bahwa hubungan 
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dengan 
akuntanbilitas kinerja pemerintah bernilai negatif 
dan tidak signifikan. 
4) Pengaruh Evaluasi Kinerja (X4) terhadap 
Akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) 
Berdasarkan Tabel 5.20 dapat dilihat bahwa 
variabel evaluasi kinerja memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja 
pemerintah, dengan nilai cr sebesar 2,506 (cr ≥ 
1,96) dan p-value sebesar 0,012 (p ≤ 0.05). Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa H4 diterima, dan 
mengindikasikan bahwa hubungan evaluasi kienrja 
dengan akuntanbilitas kinerja pemerintah bernilai 
positif dan signifikan. 
5) Pengaruh Perencanaan Anggaran (X1), 
Pelaksanaan Anggaran (X2), Pelaporan 
Anggaran (X3) dan Evaluasi Kinerja (X4) 
secara simultan terhadap Akuntabilitas kinerja 
pemerintah (Y)  
Untuk mengetahui hubungan tidak 
langsung dari masing-masing variabel dalam 
penelitian ini maka dapat dilihat pada hasil uji 
standardized direct effect, indirect effect, dan total 
effect pada tabel 5.18 berikut. 
Tabel 5.21 
Pengujian Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Anggaran dan 
Evalusai Kinerja secara Simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.083 4 2.021 4.024 0.005 
Sumber : Data Primer 2018 
 
 
Berdasarkan Tabel 5.21 menunjukan bahwa 
perencanaan anggaran(X1), pelaksanaan anggaran 
(X2), pelaporan anggaran (X3) dan evaluasi 
kinerja (X4)  secara simultan memiliki hubungan 
terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) 
secara signifikan dengan nilai p-value sebesar 
0,005(p ≤ 0.05). Hasil ini menjelaskan bahwa H5 
diterima dan mengindikasikan bahwa perencanaan 
anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan 
anggaran  dan evaluasi kinerja  secara simultan 
memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja pemerintah. 
1. Pengaruh Perencanaan Anggaran  terhadap 
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa Perencanaan 
anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini 
berarti bahwa peran perencanaan anggaran belum 
dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja 
pemerintah. Dimana perencanaan anggaran yang 
kurang efektif dan efisien dapat memberikan 
dampak yang buruk terhadap kinerja pemerintah, 
sehingga didalam aspek perencanaan anggaran 
perlu dilakukan beberapa tindak lanjut dalam 
menetapakan standar yang tepat guna 
mengoptimalkan tercapainya sasaran lembaga 
instansi teruatama dalam hal akuntabilitas kinerja 
pemerintah 
2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran  terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan 
anggaran berpengaruh positif dan signifikan 
dengan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini 
berarti bahwa kegiatan pelaksanaan anggaran yang 
efektif dari aparatur maka tentunya akan 
meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Didalam Pelaksanaan anggaran juga pemerintah 
perlu memandang beberapa ketentuan – ketentuan 
sdan beberapa aturan yang seseuai dengan standard 
pelaksanaan pengelolaan anggaran  dan 
meningkatkan kinerja pemerintah dalam 
akuntabilitas anggaran.  
3. Pengaruh Pelaporan dan pertanggungjawaban 
anggaran  terhadap Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa kualitas kerja 
berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini berarti 
bahwa kegiatan pelaporan/pertanggungjawaban 
anggaran belum dapat meningkatkan akuntabilitas 
kinerja pemerintah. Secara strategik pelaporan 
anggaran sangat dipengaruhi oleh  laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan 
atas laporan keuangandan dan laporan kinerja non-
keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan 
untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya, 
namun jika terjadi beberapa kesalahan dalam 
pembuatan pelaporan maka akan muncul beberapa 
kendala dalam kinerja laporan tersebut, sehingga 
rendahnya tingkat pertanggungjawaban anggaran 
maka akan mempengaruhi tingkat kinerja 
pelaporan keuangan.   
4. Pengaruh evaluasi kinerja  terhadap 
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa evaluasi kinerja 
berpengaruh positif dan signifikan dengan 
akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini berarti 
bahwa dalam tindakan evaluasi kinerja sangat 
mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah. 
Pelaksanaan evaluasi kinerja sangat 
mengutamakan prinsip penilaian dalam 
menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu 
lembaga dalam menjalankan programnya terutama 
yang terkait dengan kinerja pemerintah,sehingga 
evaluasi kinerja dapat menjadi suatu orientasi 
dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja 
pemerintah. 
5. Pengaruh perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan 
evaluasi kinerja secara simultan  terhadap 
akuntabilitas kinerja pemerintah 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan dapat dilihat bahwa perencanaan, 
pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban 
anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama – 
sama berpengaruh signifikan terhadap 
akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini berarti 
bahwa dalam peningkatan akuntabilitas kinerja 
pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan 
sangat ditentukan oleh perencanaan anggaran, 
pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran dan 
evaluasi kinerja yang efektif dan efisien. Sehingga 
dalam melakukan fungsi manajemen anggraan 
perlu memperhatikan beberapa faktoryaitu Adanya 
komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi 
yang bersangkutan, adanya suatu sistem yang 
dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya 
secara konsisten dengan peraturan 
perundangundanga yang berlaku dan perlu 
menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan. 
A.  Kesimpulan 
1. Perencanaan anggaran memiliki hubungan 
positif dan tidak signifikan dengan 
akuntabilitas kinerja pemerintah. 
2. Pelaksanaan anggaran memiliki hubungan 
positif dan signifikan dengan akuntabilitas 
kinerja pemerintah. 
3. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran 
memiliki hubungan negatif dan tidak 




4. Evaluasi kinerja memiliki hubungan positif 
dan signifikan dengan akuntabilitas kinerja 
pemerintah. 
5. Perencanaan anggaran, pelaksanaan 
anggaran, pelaporan anggaran  dan evaluasi 
kinerja  secara simultan memiliki hubungan 
yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 
pemerintah 
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